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ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT SKINCARE BERBAHAN BERBAHAYA DAN
KLAIM BERLEBIHAN (OVERCI- IMI PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

JESSIKA

Perkembangan industri kosmetik khususnya produk perawatan kulit
(skincare), di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun,

kondisi tersebut diiringi dengan maraknya peredaran produk skincare yang

mengandung bahan berbahaya serta penggunaan klaim berlebihan (overclaim)

dalam promosi produk yang berpotensi merugikan konsumen, baik secara

kesehatan maupun ekonomi. Permasalahanyangdikaji dalam penelitian ini adalah

Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat

skincare yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) perspektif

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan

Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban akibat skincare

berbahan berbahaya dan klaim berlebihan menurut undang-undang perlindungan

konsumen. Penelitian hukum normatif dijadikan sebagai metode penelitian yang

dipilih penulis sehingga mengahsilkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai

pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana, dan administratif atas

pelanggaran yang dilakukan, termasuk kewajiban pemberian ganti rugi kepada

konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan

mekanisme perlindungan hukum yang cukup melalui hak konsumen, sanksi

terhadap pelaku usaha, serta peran BPOM dalam pengawasan produk kosmetik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen, skincare

Berbahaya, Klaim Berlebihan, Overclaim

vlil



ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR CONSAMER
IO,SSESN.ESALTING FROM HAZARDOUS SKINCARE PRODACTS AND
EXAGGERATED CLAIMS (OVERCL./IIM) FROM THE PERSPECTIW OF

1.,4W NUMBER 8 OF 1999 ON CONSAMER PROTECTION

JESSIKA

The development of the cosmetics industry, especially skincare products, in

Indonesia has experienced very rapid growth. However, this condition is

accompanied hy the rampant circulation of skincare products containing hazardous

ingredients and the use of excessive claims (overclaims) in product promotions that

have the potential to harm consumers, both health and economic. The problem

examined in this research is How is the legal responsibility of business actors for
consumer losses due to skincare containing hazardous ingredients (excessive

claims) from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer

Protection and How is consumer protection provided to victims of skincare

containing hazardou,g ingredients and excessive claims according to consumer

protection law. Normutive legul research is userl as the research metfutrJ chosen by

the author so that it results that business actors can be held legally accountable in

civil, criminal, and administrative cases for violations committed, including the

obligution to provide compensation to consumers. In addition, the Consumer

Protection Law has provided an adequate legal protection mechanism through

consumer rights, sanctions against business ectors, and the role of BPOM in

s uperv is ing cos met i c pr ct duct s

Keywords : Legal Respons ib il ity, Consumer Pr otect ion, Haz ardous Skincar e,

Exaggerated Claims, Ov erclaim
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 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Industri kosmetik khususnya industri perawatan kulit (skincare) 

terus berkembang pesat di Indonesia, karena meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan kulit. Namun, kemajuan ini disertai 

risiko signifikan terkait penggunaan produk perawatan kulit yang 

mengandung bahan berbahaya dan klaim berlebihan (overclaim) dari 

perusahaan industri kecantikan. Produk perawatan kulit yang tidak 

memenuhi standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

konsumen. Sehingga menyebabkan iritasi, alergi, dan bahkan kerusakan 

kulit yang serius. Terdorong oleh tren pemasaran yang agresif dan 

perawatan diri, konsumen akhirnya kecewa karena produk yang dijanjikan 

tidak berfungsi dan tidak memenuhi standar kecantikan yang di 

promosikan. Pada akhirnya hal ini dapat merusak kepercayaan diri dan 

menyebabkan ketidakpuasan konsumen teradap produk yang mereka beli. 

Akibatnya adalah kulit wajah yang rusak dan tidak dapat dirawat karena 

klaim yang berlebihan.  

Skincare merupakan perawatan kulit mencakup serangkaian 

perawatan untuk menjaga dan merawat kesehatan kulit. Istilah ini berasal 

dari kata "skin" dan "care". Perawatan ini tidak hanya berfokus pada 

penampilan kulit, tetapi juga pada kesehatan jangka panjangnya. Merek 

perawatan kulit yang mempromosikan bahan-bahan yang berlebihan tanpa 

1 
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bukti yang memadai dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk penarikan 

produk atau bahkan pencabutan izin edarnya oleh BPOM. 

    Semua kosmetik dipasarkan dan didistribusikan memiliki bahan 

berbahaya seperti hidrokuinon, merkuri dosis tinggi. Selain itu, taktik 

pemasaran yang berlebihan digunakan untuk menjanjikan hasil yang instan 

atau permanen. Klaim perawatan kulit muncul ketika persentase bahan 

aktif yang tercantum tidak mencerminkan kandungan sebenarnya. 

Berdasarkan hasil pengawasan di media daring, BPOM menemukan 

53.688 tautan kosmetik illegal beredar secara daring. Atas temuan itu, 

BPOM melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Digital serta 

Indonesia E-commerce Association (IDEA) agar menurunkan konten 

(takedown) terhadap tautan produk berbahan berbahaya. Sesuai Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijelaskan: 

pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan sediaan 

farmasi atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar 

ataupun persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu akan 

dikenakan sanksi. Pelaku usaha tersebut diancam sanksi 

administratif dan pidana penjara paling lama 12 Tahun atau 

denda paling banyak 5 Miliar.
1
 

Fenomena ini akan menjadi pelajaran bagi kita di masa mendatang 

untuk selalu kritis dan berhati-hati dalam memilih kosmetik. Konsumen 

akan menilai transparansi merek secara positif dan mendapatkan reaksi 

positif. Disisi lain, semakin banyaknya kasus klaim iklan berlebihan yang 

terungkap dapat mendorong pemerintah, khususnya BPOM, untuk 

                                            
1
 https://www.kompas.id/artikel/bpom-temukan-55-produk-kosmetik-dengan-kandungan-

berbahaya?utm_source.com 



 3 

memperketat pengawasan terhadap industri kosmetik. Fenomena ini juga 

dapat menjadi titik awal bagi regulasi yang lebih ketat di industri 

kosmetik, terutama terkait informasi label dan iklan produk. 

Seorang Doktif (dokter detektif) mengungkapkan bahwa merek 

skincare MH Lightening Skin hasil laboratorium menunjukan positif 

Merkuri diangka 0,08.  seorang Mira Hayati yang dikenal dengan julukan 

si ratu emas kini resmi menjadi tersangka dalam kasus peredaran skincare 

berbahaya yang mengandung merkuri. Namun kini telah ditetapkan 

sebagai tersangka setelah produk-produk miliknya, seperti MH Lightening 

Skin terbukti mengandung bahan berbahya berdasarkan uji laboratorium 

BPOM. Kasus ini membuatnya terancam hukuman pidana penjara dan 

denda. Doktif memberikan pernyataan, pihaknya telah menguji berbagai 

merek dagang. Hasilnya, banyak produk dan merek kecantikan yang 

overclaim, sehingga banyak konsumen tertipu, terutama terhadap produk 

mahal dengan kualitas tidak sebanding.
2
 

Klaim berlebihan (overclaim) mengacu pada klaim iklan yang 

dilebih-lebihkan oleh produsen tentang produk perawatan kulit mereka, 

seringkali tanpa bukti yang kuat dan dengan informasi atau klaim yang 

tidak akurat. Istilah lain untuk klaim berlebihan mengacu pada 

ketidakkonsistenan pada label kemasan. Misalnya, mengenai kandungan, 

dosis, komposisi, atau persentase bahan. Potensi dampak negatif pada 

                                            
2
 H. Abdurrohman, A.Swarnawati, M.Sanjaya, 2025. “Overclaim Produk Skincare di 

Media Sosial: Studi Kasus Akun Dokter Detektif,” CARAKA 6, no. 1. 64-73 
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Kesehatan, terutama jika produk yang dijual mengandung bahan 

berbahaya seperti merkuri (dalam kasus produk illegal yang klaimnya 

berlebihan). 

Gambar 1.1 Hasil Uji Laboratorium Pribadi Dokter Detektif 

 

Sumber: https://vt.tiktok.com/ZSyRN6FvS/ 

Konsumen merupakan semua manusia yang menggunakan produk 

dan jasa diakses serius oleh masyarakat, guna untuk memenuhi kebutuhan 

individu, keluarga, atau bahkan manusia lain, tanpa niat untuk tujuan 

komersial.
3
 Siapapun yang bertindak sebagai pemanfaat barang dan jasa 

disebut konsumen. Definisi ini menyeimbangkan posisi dua pihak 

distributor dan konsumen yang terdampak. Perlindungan konsumen 

merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. 

Kemajuan teknologi dan industry tersebut ternyata telah memperkuat 

perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan modern. 

Konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan 

                                            
3
 Shidarta, 2019 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta 
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komplementer (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus 

ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris guna meminimalisasi 

risiko yang ditanggung konsumen.
4
 Memang, terdapat keraguan apakah 

seseorang secara umum disebut sebagai (nutuurlijke persoon) atau juga 

termasuk dalam kategori badan hukum (rechtspersoon). Berdasarkan Pasal 

1 Ayat  2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah 

"pengguna" untuk menekankan bahwa konsumen adalah pengguna akhir. 

Konsumen juga berarti pemgguna atau konsumen dalam kamus Inggris-

Indonesia.
5
 

  Berdasarkan salah satu hak utama konsumen di Indonesia, adalah 

mendapatkan jaminan keamanan serta kenyamanan dalam pemanfaatan 

barang maupun jasa. Karena pelanggan memiliki hak untuk menentukan 

produk atau jasa mana yang mereka inginkan. Sesuai dengan kesepakatan, 

hak transparan dan kewenangan atas memperoleh ganti rugi. Konsumen 

juga berhak menentukan produk dan jasa sesuai berdasarkan harga tukar 

dan ketentuan yang telah dijanjikan, hak atas perlakuan layanan yang adil, 

jujur, dan tidak diskriminatif, serta hak atas kompensasi. Pelaku usaha 

wajib bertindak benar memberi keterangan yang benar, rinci, serta benar  

menyangkut ketentuan garansi barang atau jasa, termasuk panduan  

mengenai penggunaan, perawatan, dan perbaikan. Pelaku usaha juga harus 

menyediakan kompensasi atau pengganti jika produk atau layanan yang 

                                            
4
 Zulham. 2020. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 49-50 

5
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2021 Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar 

Grafika. hlm. 3.  
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diperoleh tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pihak yang menerima 

disebut sebagai konsumen. Konsumen merupakan individu yang 

menggunakan atau memperoleh keuntungan dari barang atau jasa yang 

tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau orang 

lain. Maupun pihak lain harus mengikuti ketentuan hukum yang diatur 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecuali jika bertentangan 

dengan aturan ini atau diatur secara tegas di dalamnya. Undang-Undang 

ini juga berfungsi sebagai payung perlindungan utama bagi konsumen. 

Hubungan antara pengusaha dan konsumen pada hakikatnya bersifat saling 

ketergantungan.
6
  

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen  mengatakan bahwa :   

“Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk 

menuntut pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen maupun jalur peradilan umum”.
7
 

  Penggunaan produk perawatan kulit dengan bahan berbahaya atau 

klaim yang berlebihan merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-

prinsip perlindungan konsumen. Dari perspektif Perlindungan konsumen, 

perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum 

administrasi, pidana, dan perdata. Maka dari itu, pengawasan pemerintah 

oleh BPOM dan Kementerian industri, serta keberanian konsumen dengan 

menegaskan hak-hak mereka, sangat penting untuk menghentikan praktik 

                                            
6
 Indradewi, 2020 “Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Perdata, 

Administrasi, Pidana”, (Denpasar-Bali) 
7
 Muhamad Abas Adika Riski Adiguna, Yuniar Rahmatiar, “Perlindungan Hukum 

Terhadap Reseller Terkait Overclaim Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum To-Ra 11, No. 2 (2025): 323-324. 
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berbahaya ini. Menurut peraturan BPOM, semua klaim manfaat dalam 

produk kosmetik harus didukung oleh data uji laboraturium atau literatur 

ilmiah yang sah. Larangan bagi pelaku usaha ialah dilarang memproduksi 

dan memperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang disyaratkan 

oleh Perundang-undangan.
8
 

  Peran hukum untuk melindungi konsumen dari klaim yang 

berlebihan dalam pemasaran produk diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen hingga Peraturan BPOM, yang mengatur 

mekanisme Perlindungan Konsumen dari klaim iklan yang berlebihan 

dalam pemasaran produk. Maka dari itu, kebijakan perlindungan untuk 

pelanggan harus didasarkan dalam kerangka kerja bakti antar semua orang 

untuk memastikan perlindungan yang harmonis bagi persaingan usaha 

yang sehat.
9
 Peran hukum ini krusial. Undang-Undang dan sanksi tegas 

terhadap representasi berlebihan dimaksudkan untuk mengurangi praktik 

representasi berlebihan, sehingga melindungi konsumen dari informasi 

palsu sehingga menolong orang untuk memberikan informasi yang baik.
10

 

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang 

ditawarkan kepadanya. Produk tidak boleh membahayakan jika 

dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani 

maupun Rohani. 

                                            
8
 Hartanto, 2021 “Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan 

Garansi”, (Pauruan, Jawa Timur) 
9
 Sri Redjeki Hartono, 2020 Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen 

dalam kerangka Era Perdagangan Bebas, Penyunting Husni Syawali, S.H.,M.H., dan Neni 

Imaniyati, S.H.,M.H, (Bandung: Mandur Maju), hlm. 38. 
10

 Sahda Saraswati Akbar et al., “Pertanggungjawaban Hukum Owner Skincare Terkait 

Overclaim Pada Produk Kecantikan,” Forschungforum Law Journal 2 (2025): 81–95. 
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  Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab hukum pelaku usaha 

dan kerugian konsumen terkait penggunaan produk perawatan kulit yang 

mengandung bahan berbahaya dan klaim berlebihan dari sudut pandang 

Undang-Undang  Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait 

penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen dan 

mendorong pelaku usaha untuk bertindak sesuai dengan hukum.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah berikut dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku usaha atas kerugian 

konsumen akibat skincare yang mengandung bahan berbahaya (klaim 

berlebihan) perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaiamana perlindungan konsumen yang diberikan kepada korban 

akibat skincare berbahan berbahaya dan klaim berlebihan menurut 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

C. Ruang Lingkup 

Fokus penelitian ini adalah produk perawatan kulit yang mengandung 

bahan berbahaya dan membuat klaim yang tidak akurat. Studi ini 

menganalisis aspek hukum dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, termasuk tanggung jawab pelaku usaha 

atas kerugian konsumen akibat produk perawatan kulit yang mengandung 
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bahab berbahaya dan klaim berlebihan, seperti yang diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 dan peraturan BPOM 

Nomor 3 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis klaim kosmetika, yang 

masing-masing menjelaskan bagaimana konsumen dilindungi sebagai 

korban dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 

a) Memahami bentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999, tanggung jawab hukum pelaku usaha dan 

kerugian konsumen terkait kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya. 

b) Memahami mekanisme Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 

Tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika untuk melindungi 

pengguna yang menjadi korban berlebihan tentang produk 

perawatan kulit yang bahan berbahaya. 

2. Manfaat Penelitian : 

Adapun keuntungan penelitian ini sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang hukum perlindungan konsumen, khususnya tentang hak 

dan tanggungjawab konsumen menurut Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama yang 

berkaitan dengan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. 

Pengamatan ini juga memberikan referensi ilmiah untuk penelitian 

yang akan datang. 

b) Manfaat Praktis 

Fokus penelitian ini adalah untuk mendukung praktisi hukum, 

masyarakat umum menggunakan produk kecantikan dengan benar 

dan legal. Konsumen akan menjadi lebih kritis terhadap iklan 

produk dan perawatan kulit yang berlebihan, yang dikenal sebagai 

klaim berlebihan, dan lebih teliti saat memilih produk kosmetik 

yang aman dan legal. 

E. Kerangka Konseptual 

Pada penelitian ini penulis membuat konsep sebagai berikut: 

1. Tanggungjawab hukum berarti analisis mendalam suatu masalah dari 

perspektif hukum untuk memahami dan menyelidikinya, serta 

menentukan hubungannya dengan hukum yang berlaku. Segala upaya 

untuk memenuhi dan melindungi hak mencakup berbagai bentuk 

kompensasi dan nasihat hukum. Hukum menjamin keadilan, 

ketertiban, keamanan, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan hukum perdata, yang menentukan siapa 

yang bertanggung jawab, siapa yang dikenai sanksi, dan apakah ganti 
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rugi hukum diberikan kepada konsumen yang menjadi korban produk 

perawatan kulit dengan klaim yang berlebihan.
11

 

2. Pelaku usaha dapat diartikan sebagai setiap orang atau organisasi 

hukum yang berlokasi di Negara Republik Indonesia atau yang 

melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri maupun secara kolektif 

berdasarkan suatu perjanjian. Konsumen merujuk pada siapa pun yang 

memanfaatkan produk atau jasa selalu beredar di sosial, guna 

mencukupi keperluan individu, anggota masyarakat, pihak lain, bahkan 

makhluk hidup lainnya, dan tanpa bertujuan untuk kegiatan 

komersial.
12

 

3. Perlindungan konsumen mencakup semua usaha yang dirancang untuk 

memastikan keamanan hukum bagi perlindungan pelanggan. 

Mencakup dua aspek arti lebih mendalam: perlindungan dari produk 

yang diberikan tidak cocok dengan kontrak dan proteksi terhadap 

penerapan situasi yang tidak adil bagi pelanggan. Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen 
13

 

4. Skincare Overclaim "Klaim berlebihan tentang perawatan kulit" 

mengacu pada pembuatan klaim yang dilebih-lebihkan. Klaim yang 

berlebihan adalah klaim tidak jujur, pernyataan yang dilebih-lebihkan, 

                                            
11

 Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam 

Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,” Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA 2, no. 2. 2019:  

145-164. 
12

 Ayub A. Utomo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk 

Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Lex 

Privatum 7, no. 6 2019: 31-38. 
13

 Husnul Khatimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual 

Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee,” Lex LATA, 2022, 384-404. 



 12 

atau informasi tentang suatu produk yang tidak didukung secara ilmiah 

oleh penelitian, tetapi diklaim oleh perusahaan memiliki manfaat, 

mencegah, mengobati, atau menyembuhkan sesuatu. Hal ini biasanya 

disebabkan oleh persentase bahan yang tidak sesuai dengan informasi 

pada kemasan produk. Misalnya, suatu produk mengklaim 

mengandung 2% Actosome Retinol, tetapi uji laboratorium 

menunjukkan hanya 0,03% retinol murni, yang setara dengan 1% 

Actosome Retinol.
14

 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan 

Tabel 1.1. 

Penelitian Sebelumnya 

No Nama  Judul Metode Hasil Penelitian 

1. Dewi Sari 

Jurnal legal 

IUS QUIA 

IUSTUM, 

Vol. 25 No. 2, 

2018 

Tanggung jawab 

pelaku usaha   

yang 

mengandung 

bahan berbahaya 

Dalam 

perspektif 

perlindungan 

konsumen 

Yuridis 

Normatif 

Pengusaha skincare 

yang menggunakan 

klaim berlebihan dapat 

dimintakan tanggung 

jawab hukum, baik 

perdata (Ganti rugi), 

pidana (sanksi pidana), 

maupun administratif 

(pencabutan izin usaha). 

2. Bagus 

Pratama 

Jurnal legal 

dan 

Efektivitas UU 

Perlindungan 

Konsumen 

dalam 

Yuridis 

Normatif 

Mekanisme BPSK 

jarang digunakan 

karena kurangnya 

sosialisasi dan 

                                            
14

 Neng Linda Diana et al., “Pelanggaran Moral Dan Etika Bisnis Oleh Pengusaha Bisnis 

Skincare Overclaim Oleh Brand Terkenal,” Journal of Economics Management Business and 

Accounting 5, no. 1 (2025): 45-58. 
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Pembangunan, 

vol.52 No.1, 

2022 

Penyelesaian 

sengketa 

konsumen 

melalui BPSK 

rendahnya kesadaran 

konsumen, meskipun 

diatur dalam UUPK. 

3.  Putri 

Anindya 

Jurnal Ilmiah 

Hukum, 

DeJure,Vol. 

20 No.3, 2020 

Analisis praktik 

overclaim dalam 

iklan produk 

kosmetik  

menurut UU No. 

8 Tahun 1999 

Yuridis 

Normatif-

Empiris 

Praktik overclaim pada 

iklan skincare terbukti 

melanggar pasal 9 dan 

10 UUPK tentang 

larangan iklan 

menyesatkan, serta 

merugikn konsumen 

secara ekonomi maupun 

Kesehatan. 

   

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel ringkasan studi di atas, 

penelitian saya berbeda dari penelitian sebelumnya karena berfokus pada 

tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen yang 

dialami konsumen karena produk perawatan kulit mengandung bahan 

berbahaya dan klaim yang berlebihan. Hasil penelitian menunjukkan 

sebagaimana pengusaha berrtanggungjawab berdasarkan hukum perdata, 

pidana, dan administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 perlindungan konsumen. Analisis komprehensif  kedua aspek secara 

bersamaan membahas bahan berbahaya (klaim berlebihan). Persamaannya 

adalah keduanya berada dalam lingkup hukum perlindungan konsumen. 

Perbedaannya dengan penelitian saya adalah penelitian ini bersifat 

integratif dan komprehensif, menggabungkan permasalahan produk 
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perawatan kulit yang berbahaya dan klaim yang berlebihan dari sudut 

pandang hukum Perlindungan Konsumen.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini memuat pembahasan yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini diterapkan dengan studi ini ialah pendekatan 

hukum normatif, yaitu penelitian studi kepustakaan (library research)  

yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas hukum, serta 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini 

menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Peraturan terkait mengenai kosmetik, seperti 

Peraturan BPOM, dan doktrin hukum tersangkut untuk menelaah 

tanggungjawab pelaku usaha. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

a) Bahan hukum primer :  

Didapat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999, serta ketentuan peraturan BPOM. 

b) Bahan hukum sekunder :  

Meliputi literatur, dan Peraturan Perundang-undangan seperti 

pendapat para ahli, hukum perlindungan konsumen, laporan dari 

BPOM, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan 

buku serta jurnal hukum. 
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c) Bahan hukum tersier :  

Sumber ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta referensi lain 

yang berisi uraian mengenai konsep-konsep terkait istilah hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

cara menganalisis Peraturan Undang-Undang, dokrin, buku-buku, 

jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. 

4. Analisis Data  

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dideskripsikan, 

diinterpretasikan, dan ditarik kesimpulan secara sistematis. Hasilnya 

kemudian dikompilasi secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Pengelolaan data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu 

penelitian yang beranjak dari hal umum ke hal khusus. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam empat Bab, dan struktur 

penulisan seperti berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan, dan keuntungan penelitian. dibahas dalam bab ini. Juga 

mencakup metode penelitian, review studi terdahulu yang relevan, 

kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.  
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan 

konsumen, asas-asas perlindungan konsumen dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan konsep 

pelaku usaha, konsumen, skincare, berbahaya dan overclaim. 

BAB III Pembahasan  

Bab ini adalah inti dari skripsi yang membahas perolehan penelitian secara 

khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang di teliti 

mengenai tanggungjawab hukum pelaku usaha dan kerugian konsumen 

akibat skincare yang mengandung bahan berbahaya (klaim berlebihan) 

dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 dan bagaiamana perlindungan konsumen yang diberikan kepada 

korban akibat skincare berbahan berbahaya dan klaim berlebihan 

persfektif undang-undang perlindungan konsumen. 

BAB IV Penutup 

Bab ini menyimpulkan penjabaran skripsi dan memberikan saran yang 

membangun. 
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